
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR    57  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN UMUM PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANDEGLANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang pajak dan retribusi daerah 
diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural 

yang jelas dan transparan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dipandang  perlu  menetapkan  Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Umum Pelayanan Pajak dan 
Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pandeglang; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4288); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 

 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 5049); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5155); 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 
Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11); 
 
 

 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 
Nomor 12); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN 

UMUM PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pandeglang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. 

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pandeglang. 

6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah 

serangkaian pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaraan tugas-tugas bagi aparatur pemerintah yang 

berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang 
penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan 
aturan dan kewenangan yang berlaku. 

7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang selanjutnya disebut SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi 
Daerah adalah serangkaian pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan 

mengenai proses  penyelenggaraan tugas-tugas bagi aparatur pemerintah 
yang berhubungan secara langsung dalam proses pelayanan pembayaran 

pajak daerah dan retribusi daerah. 
8. Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pedoman Umum  Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pandeglang dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan 
dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, adanya kepatuhan 

dan kepastian hukum dan tepat waktu. 
 
(2) Pedoman Umum  Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertujuan sebagai tolok ukur dan 
pedoman yang dipergunakan oleh penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji  dari  
penyelenggara pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada 
masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

 
 

BAB III 

SISTEMATIKA PEDOMAN UMUM PELAYANAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI  DAERAH 

 
Pasal 3 

 

(1) Sistematika Pedoman Umum Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
adalah sebagai berikut : 
 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II JENIS DAN PELAKSANA PELAYANAN 

BAB III URAIAN PROSEDUR PELAYANAN 

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BAB V MEKANISME PENGADUAN, SANKSI PELAYANAN DAN  

PENGENDALIAN KEGIATAN PELAYANAN 

BAB VI PENUTUP 

LAMPIRAN 
 

(2) Uraian Pedoman Umum Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 

sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

menyangkut teknis pelayanannya akan diatur lebih  lanjut oleh kepala SKPD 
yang bersangkutan. 



 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pandeglang. 
 

     Ditetapkan di Pandeglang 

              pada tanggal 23 Desember 2015 
 

BUPATI  PANDEGLANG, 

 
 

Cap/ttd 
 

ERWAN  KURTUBI 

Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal 23 Desember 2015 
 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
 

        Cap/ttd 
 

                       AAH WAHID MAULANY 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


